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SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG 
MELIBATKAN ANAK DALAM 

PERDAGANGAN ALKOHOL DAN ZAT 
ADIKTIF LAINNYA1 

Oleh  : Frenalia Frenvhel Lengkong2  
 

ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana perlindungan 
hukum terhadap anak agar tidak dilibatkan 
dalam perdagangan alkohol dan zat adiktif 
lainnya serta bagaimana pemberlakuan 
sanksi pidana terhadap pelaku yang 
melibatkan anak dalam perdagangan 
alkohol dan zat adiktif lainnya. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif dan dapat disimpulkan: 1. 
Perlindungan hukum terhadap anak agar 
tidak dilibatkan dalam kegiatan produksi 
dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya 
dilakukan dengan membuat peraturan 
perundang-undangan dan tanggung jawab 
penyelengaraannya dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 
orang tua termasuk Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia bertugas untuk melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima pengaduan 
masyarakat, melakukan penelaahan, 
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak serta memberikan laporan, saran, 
masukan, dan pertimbangan kepada 
Presiden dalam rangka perlindungan anak. 
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
pelaku yang melibatkan anak dalam 
produksi dan distribusi alkohol dan zat 
adiktif lainnya merupakan bagian dari 
penegakan hukum untuk memberikan efek 
jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi 

                                                             
1 Artikel Skripsi.  Dosen Pembimbing :  Frans 
Maramis, SH, MH., Eske N. Worang, SH, MH., 
Constance Kalangi, SH, MH 
2
 NIM. 100711076.  Mahasiswa Fakultas Hukum 

Unsrat, Manado. 

pihak lain tidak melakukan perbuatan yang 
sama. Ancaman sanksi pidana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yaitu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling 
singkat 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan denda paling sedikit Rp 
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 
apabila tindak pidana tersebut dilakukan 
oleh korporasi, maka pidana dapat 
dijatuhkan kepada pengurus dan/atau 
korporasinya.  Pidana yang dijatuhkan 
kepada korporasi hanya pidana denda 
dengan ketentuan pidana denda yang 
dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga).    
Kata kunci: Anak, Alkohol, Adiktif. 

 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 

Anak-anak yang telah terlibat secara 
aktif dalam kegiatan ekonomi untuk 
menjalankan perannya sebagai pekerja, 
bukanlah suatu fenomena baru di 
Indonesia. Meskipun di satu sisi  diakui 
adanya upaya-upaya dari berbagai pihak 
yang bermaksud untuk memberikan 
“perlindungan” terhadap anak-anak yang 
“terpaksa” bekerja akan tetapi tidaklah 
dapat dipungkiri, bahwa usaha-usaha itu 
belumlah menunjukkan hasil yang 
maksimal. Pada  kenyataannya masih 
banyak ditemui berbagai kasus pekerja 
anak yang mengarah pada bentuk-bentuk 
pengeksploitasian anak dan berbagai 
insiden perlakuan salah pada anak yang 
mengakibatkan luka, keluhan dan cacat fisik 
serta moral dan sosial pada saat Ia 
melakukan pekerjaannya.3 

                                                             
3 Sudaryo dan kelik Wardiono, Hak Pekerja Anak 
Dalam Sektor Formal (Antara Hak   Sebagai Anak 
Dan Hak Sebagai Pekerja, Dalam Muladi (Editor) Hak 
Asasi Manusia (Hakekat Konsep dan Implikasinya 
Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), PT. 
Refika  Aditama, Bandung, 2005, hal. 201 (Baca 
Irwanto, dkk, 1995, Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: 
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Pengakuan dan perlindungan hak-hak 
anak bertujuan agar mereka dapat tumbuh 
dan berkembang secara wajar sebagai 
anak, serta menghindari sejauh mungkin 
anak-anak dari berbagai ancaman dan 
gangguan yang mungkin datang dari luar 
lingkungannya, maupun dari anak itu 
sendiri. Misalnya perlakuan tidak wajar, 
berupa tindakan yang merupakan kelalaian 
dan kezaliman, kekerasan, penyalahgunaan 
atas diri anak (eksploitasi) serta diskriminasi 
sosial dan penelantaran anak.4 

Banyak cara penyamaran eksploitasi 
anak-anak, akan tetapi apapun bentuk yang 
diambil, semua didasarkan pada 
pemanfaatan kelemahan dan 
ketidakberdayaan anak-anak. Eksploitasi 
dan pemanfaatan anak-anak adalah karena 
minimnya perlindungan terhadap mereka, 
padahal mereka masih membutuhkan 
perlindungan, karena kemiskinan 
menimbulkan kerentanan ganda bagi 
mereka dan para keluarga mereka, karena 
itu mereka tidak punya pilihan lain. Nasib 
ini menimpa berjuta anak. Posisi pinggiran 
juga menjadikan mereka hanya 
mementingkan bagaimana agar dapat 
sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi 
mendatangkan keuntungan bagi orang-
orang yang mengeksploitasi mereka. 5 
 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Pasal 74 ayat (2) 
menyatakan pekerjaan-pekerjaan terburuk 
salah satunya ialah: segala pekerjaan yang 
memanfaatkan, menyediakan, atau 
melibatkan anak untuk produksi dan 
perdagangan minuman keras, narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

                                                                                           
Jakarta, Surabaya, Medan, Unicef dan Unika Atma 
Jaya. Jakarta). 
4 Ibid, hal. 211 
5Leah Levin, Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Hak Asasi 
Manusia (Human Rigths) (Penterjemah) A. Rahman 
Zainudin (Penyunting) dan Peter Davies, Yayasan 
Obor Indonesia, Jakarta. 1994, hal. 67. 

Indonesia telah mempunyai perangkat 
hukum untuk melindungi anak, antara lain 
Keppres RI No. 59/2002 (RAN Penghapusan 
Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak); 
Keppres RI No. 88/2002 (RAN Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak); dan 
UU No. 39/1999 (UU HAM) dan 
Disahkannya UU. No. 23/2002 tentang 
Perlindungan Anak, namun demikian, 
perlindungan terhadap anak tidak bisa 
hanya dipandang sebagai persoalan politik 
dan legislasi (kewajiban negara). 
Perlindungan terhadap kesejahteraan anak 
juga merupakan bagian dari tanggungjawab 
orang tua dan kepedulian masyarakat. 
Tanpa partisipasi dari masyarakat, 
pendekatan legal formal saja ternyata tidak 
cukup efektif melindungi anak.6 
 
B.  RUMUSAN  MASALAH           
1. Bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap anak agar tidak dilibatkan 
dalam perdagangan alkohol dan zat 
adiktif lainnya ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
pidana terhadap pelaku yang 
melibatkan anak dalam perdagangan 
alkohol dan zat adiktif lainnya ?   

 
C. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum normatif, merupakan 
metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun Skripsi ini. Bahan-bahan hukum 
yang diperlukan sebagai sumber referensi 
dikumpulkan dengan cara melakukan studi 
kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut 
meliputi peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan anak dan literatur-
literatur yang membahas mengenai 
perlindungan hukum terhadap anak 
berkaitan dengan perdagangan alkohol dan 
dan zat adiktif serta bahan-bahan hukum 
tersier, seperti kamus-kamus hukum yang 
kegunaannya diperlukan untuk 

                                                             
6
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Cetakan 

I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006,        hal. 16. 
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memberikan penjelasan mengenai 
peristilahan dan pengertian yang digunakan 
dalam penulisan Skripsi ini. Bahan-bahan 
hukum yang telah dikumpulkan tersebut 
dinalisis dengan menggunakan analisis 
kualitatif dan normatif untuk menyusun 
pembahasan dan kesimpulan.               

                  
PEMBAHASAN 
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ANAK DARI PERDAGANGAN ALKOHOL 
DAN ZAT ADIKTIF 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 2: 
Penyelenggaraan perlindungan anak 
berasaskan Pancasila dan berlandaskan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip 
dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :  
a. non diskriminasi;  
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;  
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 

dan perkembangan; dan  
d. penghargaan terhadap pendapat anak.  

Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
mulia, dan sejahtera. 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, mengatur mengenai 
Perlindungan Khusus terhadap anak, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59: 
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk memberikan perlindungan khusus 
kepada anak dalam situasi darurat, anak 
yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak 
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual, anak yang diperdagangkan, anak 
yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), anak korban 
penculikan, penjualan dan perdagangan, 
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau 
mental, anak yang menyandang cacat, dan 
anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran”. Perlindungan khusus bagi 
anak yang dieksploitasi dapat melalui: 
1. Penyebarluasan atau sosialisasi 

ketentuan peraturan perundang-
undangan berkaitan dengan 
perlindungan anak yang disekspolitasi  
secara ekonomi atau seksual; 

2. pemantauan, pelaporan dan pemberian 
sanksi; 

3. melibatkan berbagai instansi 
pemerintah, perusahaan, serikat 
pekerja, lembaga swadaya masyarakat.7 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, pada Pasal 65 dinyatakan: “Pasal 
64: Setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari kegiatan eksploitasi 
ekonomi dan setiap pekerjaan yang 
membahayakan dirinya, sehingga dapat 
mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, 
moral, kehidupan sosial, dan mental 
spiritualnya”. Pasal 65: “Setiap anak berhak 
untuk memperoleh perlindungan dari 
kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, 
penculikan, perdagangan anak, serta dari 
berbagai bentuk penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya”. Dengan penjelasan, berbagai 
bentuk penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya 
mencakup kegiatan produktif, peredaran 
dan perdagangan sampai dengan 
penggunaannya yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Anak dalam kondisi kemiskinan, 
penelantaran, kebutahurufan dan 

                                                             
7
 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan 

Anak, CV. Utomo. Bandung, 2005, hal. 48. 
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pendidikan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 seharusnya mendapat 
perlindungan hukum dari pemerintah. 
Ternyata pemerintah tidak melaksanakan 
kewajiban yang diberikan kewenangan oleh 
undang-undang untuk menyediakan sarana 
dan prasarana serta pembiayaan-
pembiayaan penampungan, pendidikan 
bagi anak-anak yang dalam kondisi 
kemiskinan, penelantaran, kebutahurufan 
dan pendidikan, Bahkan pemerintah selalu 
mengadakan penggusuran-penggusuran 
pada rumah-rumah kumuh yang ditempati 
oleh warga-warga yang miskin dan tidak 
mampu tanpa adanya penyediaan sarana 
penampungan dan pendidikan terutama 
bagi anak-anak. Dengan demikian 
pemerintah telah menyalahgunakan 
kewenangan  yang diberikan undang-
undang.  Akibat dari pemerintah yang tidak 
melaksanakan kewajiban undang-undang, 
maka anak-anak tersebut menjamur pada 
persimpangan jalan/traffigh light jalan serta 
tempat-tempat umum dan bus-bus umum 
terlantar menjadi pengemis dan pengamen 
serta  jual Koran/surat kabar dalam mencari 
sesuap nasi untuk kepentingan keluarganya 
yang keadaan miskin dan akibat adanya 
penggusuran pada rumah-rumah kumuh.8 

Selain itu banyaknya pekerja/buruh yang 
di PHK karena ekonomi Indonesia semakin 
terpuruk. Akibat dari itu anak-anak dari 
pekerja/buruh yang di PHK, tidak dapat 
melanjutkan pendidikan. Seharusnya dalam 
kondisi  demikian, anak-anak tersebut 
menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam 
menyediakan sarana pendidikan termasuk 
pembiayaan  sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002. Bila pemerintah tidak 
memperdulikan kondisi-kondisi anak-anak 
tersebut, maka anak-anak itu akan 
dimanfaatkan baik oleh individu-individu 
maupun kelompok-kelompok menjadi 

                                                             
8 Abdussalam H.R., Op.Cit, hal.  55. 

sarana dalam mencari uang sebanyak-
banyaknya dengan jalan bertentangan 
dengan hukum, yaitu digunakan antara lain 
sebagai pengamen, pengemis, penjambret, 
pengedar narkoba, pencuri dalam lain-lain, 
karena dengan menggunakan anak-anak 
sebagai sarana tersebut, maka anak-anak 
itu  tidak mendapat perlindungan hukum. 
Bila anak-anak itu ditangkap oleh pihak 
berwajib maka anak-anak tersebut akan 
dikembalikan kepada orang tua atau 
walinya. Bila diproses hukum, maka pidana 
yang dijatuhkan sangat ringan 
dibandingkan dengan orang dewasa serta 
mendapat perlakuan khusus dari Lembaga 
Pemasyarakatan yang dipisahkan dari orang 
dewasa.9    

Konvensi Hak-Hak Anak 1989  Pasal  32 
ayat:  
(1) Negara-negara peserta mengakui hak 

anak untuk dilindungi terhadap 
eksploitasi  ekonomi  dan terhadap 
pelaksanaan setiap  pekerjaan yang 
mungkin berbahaya atau mengganggu 
pendidikan atau merugikan kesehatan 
anak atau perkembangan fisik, mental, 
spiritual, moral atau sosial anak. 

(2) Negara-negara   peserta akan 
mengambil langkah-langkah legislatif , 
administratif  dan pendidikan untuk 
menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk 
mencapai tujuan dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan 
dan perangkat-perangkat internasional   
lain yang terkait . Negara-Negara 
peserta khususnya akan: 
(a) Menetapkan usia minimum  atau 

usia-usia minimum untuk dapat 
memasuki lapangan kerja; 

(b) Menetapkan peraturan yang tepat  
mengenai jam-jam kerja dan kondisi 
kerja; 

(c) Menetapkan hukuman-hukuman 
yang layak atau sanksi-sanksi lain 

                                                             
9 Ibid, hal. 55-56. 
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untuk menjamin pelaksanaan   yang 
efektif dari pasal ini. 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 66 ayat:   
(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 59 merupakan kewajiban 
dan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. 

(2)  Perlindungan khusus bagi anak yang 
dieksploitasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan melalui : 
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi 

ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual;    

b. pemantauan, pelaporan, dan 
pemberian sanksi; dan    

c. perlibatan berbagai instansi 
pemerintah, perusahaan, serikat 
pekerja, lembaga swadaya 
masyarakat, dan masyarakat dalam 
penghapusan eksploitasi terhadap 
anak secara ekonomi dan/atau 
seksual.    

(3)  Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan 
eksploitasi terhadap anak sebagaimana 
dimaksud dalam  ayat (1).    

Pasal 67  ayat:  
(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza) sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 59, dan terlibat 
dalam produksi dan distribusinya, 
dilakukan melalui upaya pengawasan, 
pencegahan, perawatan, dan 
rehabilitasi oleh pemerintah dan 
masyarakat.    

(2)  Setiap orang dilarang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan anak 

dalam penyalahgunaan, produksi dan 
distribusi napza sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1).    

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
mengatur mengenai Pengamanan Zat 
Adiktif. Pasal 113 ayat: 
(1) Pengamanan penggunaan bahan yang 

mengandung zat adiktif diarahkan agar 
tidak mengganggu dan membahayakan 
kesehatan perseorangan, keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan. 

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi tembakau, produk 
yang mengandung tembakau, padat, 
cairan, dan gas yang bersifat adiktif 
yang penggunaannya dapat 
menimbulkan kerugian bagi dirinya 
dan/atau masyarakat sekelilingnya. 

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan 
bahan yang mengandung zat adiktif 
harus memenuhi standar dan/atau 
persyaratan yang ditetapkan. 

Penjelasan Pasal 113 ayat (3): Penetapan 
standar diarahkan agar zat adiktif yang 
dikandung oleh bahan tersebut dapat 
ditekan untuk mencegah beredarnya bahan 
palsu. Penetapan persyaratan penggunaan 
bahan yang mengandung zat adiktif 
ditujukan untuk menekan dan mencegah 
penggunaan yang mengganggu atau 
merugikan kesehatan. 

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 
Umum, menjelaskan Pembangunan 
kesehatan sebagai salah satu upaya 
pembangunan nasional diarahkan guna 
tercapainya kesadaran, kemauan dan 
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap 
penduduk, agar dapat mewujudkan derajat 
kesehatan yang optimal. 10  Rokok 
merupakan salah satu zat adiktif yang bila 
digunakan dapat mengakibatkan bahaya 
                                                             
10Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Umum. 
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kesehatan bagi individu dan masyarakat, 
oleh karena dalam rokok terdapat kurang 
lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara 
lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar 
yang bersifat karsinogenik, yang dapat 
mengakibatkan berbagai penyakit antara 
lain kanker, penyakit jantung, impotensi, 
penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, 
dan gangguan kehamilan.  

 
B. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU 

YANG MELIBATKAN ANAK DALAM  
PERDAGANGAN ALKOHOL DAN ZAT 
ADIKTIF  

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 89 ayat:   
(1) Setiap orang yang dengan sengaja 

menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan anak 
dalam penyalahgunaan, produksi atau 
distribusi narkotika dan/atau 
psikotropika dipidana dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).    

(2) Setiap orang yang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan anak 
dalam penyalahgunaan, produksi, atau 
distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan paling 
singkat 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).    

 Pasal 90 ayat:   
(1)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, 
Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, 
Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, 
Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 

dilakukan oleh korporasi, maka pidana 
dapat dijatuhkan kepada pengurus 
dan/atau korporasinya.    

(2)  Pidana yang dijatuhkan kepada 
korporasi hanya pidana denda dengan 
ketentuan pidana denda yang 
dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) 
pidana denda masing-masing 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).    

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 16: 
“Setiap orang adalah orang perseorangan 
atau korporasi”.  Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, Pasal 1 angka 21: Korporasi 
adalah kumpulan terorganisasi dari orang 
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum. 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 
Pasal 1 angka 13: “Korporasi adalah 
kumpulan terorganisasi dari orang 
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan 
hukum maupun bukan”. 

Unsur tindak  pidana menurut Moeljatno 
(1987: 63) adalah: 
a. Kelakuan  dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai 
perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan 
pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e.  Unsur melawan hukum yang subjektif.11 

Sedangkan menurut Marpaung (1991: 6-
7) unsur tindak pidana terdiri atas dua 
unsur pokok, yaitu unsur pokok subjektif 
dan objektif.12 
a. Unsur  pokok subjektif 
 1) Sengaja (dolus); 
 2)  Kealpaan (culpa). 
b. Unsur  pokok  objektif 
 1) Perbuatan manusia; 

                                                             
11  Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan 
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, Cetakan Ke-
1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 287. 
12 Ibid, hal. 288. 
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 2)  Akibat  (result) perbuatan manusia 
 3) Keadaan-keadaan; 
 4) Sifat dapat dihukum dan sifat 
melawan hukum. 

Semua unsur-unsur delik tersebut 
merupakan satu kesatuan dalam satu delik 
(Abdul Khakim: tindak pidana), satu unsur 
saja tidak ada atau tidak didukung bukti 
akan menyebabkan tersangka/terdakwa 
tidak dapat dihukum. Demikian pula halnya 
dalam tindak pidana bidang 
ketenagakerjaan sehingga penyidik harus  
cermat meneliti tentang adanya unsur-
unsur delik tersebut.13 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Pasal 68 menyatakan: 
“Pengusaha dilarang mempekerjakan 
anak”.  

Pasal 69 menyatakan pada ayat 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi 
anak berumur antara 13 (tiga belas) 
tahun sampai dengan 15 (lima belas) 
tahun untuk melakukan pekerjaan 
ringan sepanjang tidak mengganggu 
perkembangan dan kesehatan fisik, 
mental, dan sosial. 

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak 
pada pekerjaan ringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan: 
a. izin tertulis dari orang tua atau wali; 
b. perjanjian kerja antara pengusaha 

dengan orang tua atau wali; 
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 
d. dilakukan pada siang hari dan tidak 

mengganggu waktu sekolah; 
e. keselamatan dan kesehatan kerja; 
f. adanya hubungan kerja yang jelas; 

dan 
g. menerima upah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan 

                                                             
13 Ibid. 

bagi anak yang bekerja pada usaha 
keluarganya.  

Pasal 70 ayat: 
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di 

tempat kerja yang merupakan bagian 
dari kurikulum pendidikan atau 
pelatihan yang disahkan oleh pejabat 
yang berwenang. 

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit berumur 14 (empat 
belas) tahun. 

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: 
a. diberi petunjuk yang jelas tentang 

cara pelaksanaan pekerjaan serta 
bimbingan dan pengawasan dalam 
melaksanakan pekerjaan; dan  

b. diberi perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja.  

 Pasal 71 ayat: 
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan 

untuk mengembangkan bakat dan 
minatnya.  

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib  memenuhi syarat: 
a. di bawah pengawasan langsung dari 

orang tua atau wali; 
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam 

sehari; dan 
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak 

mengganggu perkembangan fisik, 
mental, sosial, dan waktu sekolah. 

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja 
untuk mengembangkan bakat dan 
minat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 

Penjelasan Pasal 71 ayat (1): Ketentuan 
dalam ayat ini dimaksudkan untuk 
melindungi anak agar  pengembangan 
bakat dan minat anak yang pada umumnya 
muncul pada usia ini tidak terhambat. 

Pasal 72: Dalam hal anak dipekerjakan 
bersama-sama dengan pekerja/buruh 
dewasa, maka tempat kerja anak harus 
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dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh 
dewasa.  

Pasal 73: Anak dianggap bekerja 
bilamana berada di tempat kerja, kecuali 
dapat dibuktikan sebaliknya.  

Pasal 74 ayat: 
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan 

melibatkan anak pada pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk.  

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk 
yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. segala pekerjaan dalam bentuk 

perbudakan atau sejenisnya; 
b. segala pekerjaan yang 

memanfaatkan, menyediakan, atau 
menawarkan anak untuk pelacuran, 
produksi pornografi, pertunjukan 
porno, atau perjudian; 

c. segala pekerjaan yang 
memanfaatkan, menyediakan, atau 
melibatkan anak untuk produksi dan 
perdagangan minuman keras, 
narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya; dan/atau  

d. semua pekerjaan yang 
membahayakan kesehatan, 
keselamatan, atau moral anak. 

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang 
membahayakan kesehatan, 
keselamatan, atau moral anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri.  

Pasal 75 ayat: 
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan 

upaya penanggulangan anak yang 
bekerja di luar hubungan kerja.  

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Penjelasan Pasal 75 ayat (1): 
Penanggulangan anak yang bekerja di luar 
hubungan kerja dimaksudkan untuk 
menghapuskan atau mengurangi anak yang 
bekerja di luar hubungan kerja. Upaya 
tersebut harus dilakukan secara terencana, 
terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi 

terkait. Anak yang bekerja di luar hubungan 
kerja misalnya anak penyemir sepatu atau 
anak penjual koran. 

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 183 
ayat: 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, 
dikenakan sanksi pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan. 

Dikenakan sanksi pidana sebagai tindak 
pidana kejahatan dengan ancaman 
hukuman penjara penjara paling singkat 
dua tahun dan paling lama lima tahun 
dan/atau denda paling sedikit 
Rp200.000.000,- dan paling banyak 
Rp500.000.000,-, barang siapa 
mempekerjakan anak dan melibatkan anak 
pada pekerjaan terburuk yang meliputi: 
a. segala pekerjaan dalam bentuk 

perbudakan atau sejenisnya; 
b. segala pekerjaan anak untuk pelacuran, 

produksi pornografi, pertunjukan porno, 
atau perjudian; 

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, 
menyediakan, atau melibatkan anak 
untuk produksi dan perdagangan 
minuman keras, narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya; dan/atau  

c. semua pekerjaan yang membahayakan 
kesehatan, keselamatan, atau moral 
anak.14 
Pasal 185 ayat: 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 
ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 
ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 

                                                             
14 Mohd Syaufil Syamsuddin, Norma Perlindungan 
Dalam Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada, 
Jakarta, 2004, hal. 370. 
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160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan 
sanksi pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan.  

Pasal 187 ayat: 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat 
(1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), 
Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan 
Pasal 144, dikenakan sanksi pidana 
kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 
dan paling lama 12 (dua belas) bulan 
dan/atau denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran.  

Pasal 188 ayat: 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat 
(1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), 
Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 
148, dikenakan sanksi pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran. 

Pasal 189: Sanksi pidana penjara, 
kurungan, dan/atau denda tidak 
menghilangkan kewajiban pengusaha 
membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian 
kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. 

Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau 
suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau 
organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.15 
Pidana: penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan 
pebuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu.16 Sanksi (sanctie): akibat hukum 
bagi pelanggar ketentuan undang-undang. 
Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata 
dan ada sanksi pidana. 17  Sanksi pidana 
(strafsanctie): akibat hukum terhadap 
pelanggaran ketentuan pidana yang berupa 
pidana dan/atau tindakan.18 Pidana (Straf): 
hukuman yang dijatuhkan terhadap orang 
yang terbukti bersalah melakukan delik 
berdasarkan putusan yang berkekuatan 
hukum tetap.19  

Sanksi pidana adalah tindakan hukuman 
badan bagi yang melanggarnya, baik 
kurungan maupun penjara. Hukuman 
badan dapat berdiri sendiri dan atau 
dengan ditambah denda. Jenis tindak 
pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.20 
Penerapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar 
masalah teknis perundang-undangan 
semata, melainkan bagian tak terpisahkan 
dari substansi atau materi perundang-
undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal 
menyangkut masalah penalisasi, 
kriminalisasi dan deskriminalisasi harus 
dipahami secara komprehensif baik segala 
aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebijakan 
legislasi.21  

                                                             
15 Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, 
Bandung, 2008, hal. 429. 
16 Ibid, hal. 392. 
17 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) 
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
hal. 138. 
18 Ibid 
19 Ibid, hal. 119. 
20 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 143 
21 Ibid, hal. 91 
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Keberadaan sanksi tindakan menjadi 
urgen karena tujuannya adalah untuk 
mendidik kembali pelaku agar mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Sanksi tindakan ini lebuh menekankan nilai-
nilai kemanusiaan dalam reformasi dan 
pendidikan kembali pelaku kejahatan. 
Pendidikan kembali ini sangat penting 
karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat 
menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu 
bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan.22 Bahwa sanksi dalam hukum 
pidana adalah merupakan reaksi atas 
pelanggaran hukum yang telah ditentukan 
undang-undang, mulai dari penahanan, 
penuntutan sampai, sampai pada 
penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon 
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari 
setiap undang-undang adalah menentukan 
sistem hukum yang dianutnya. Masalah 
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pemidanaan.23 

Keterlibatan anak dalam perdagangan 
alkohol dan zat adiktif memerlukan 
pengawasan dari pemerintah dan 
masyarakat sebagai bagian dari upaya 
perlindungan hukum terhadap agar anak 
tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. 
Pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan merupakan tanggung jawab 
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 
orang tua termasuk Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia. Diperlukan pemantauan, 
evaluasi, dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak dan 
penegakan sanksi pidana terhadap pelaku 
atas keterlibatan anak dalam perdagangan 
alkohol dan zat adiktif lainnya. 
 
 
 
 

                                                             
22

 Ibid 
23 Ibid, hal. 92. 

PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Perlindungan hukum terhadap anak 

agar tidak dilibatkan dalam kegiatan 
produksi dan distribusi alkohol dan zat 
adiktif lainnya dilakukan dengan 
membuat peraturan perundang-
undangan dan tanggung jawab 
penyelengaraannya dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 
orang tua termasuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia bertugas 
untuk melakukan sosialisasi seluruh 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak serta memberikan 
laporan, saran, masukan, dan 
pertimbangan kepada Presiden dalam 
rangka perlindungan anak. 

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
pelaku yang melibatkan anak dalam 
produksi dan distribusi alkohol dan zat 
adiktif lainnya merupakan bagian dari 
penegakan hukum untuk memberikan 
efek jera bagi pelaku tindak pidana dan 
bagi pihak lain tidak melakukan 
perbuatan yang sama. Ancaman sanksi 
pidana diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yaitu 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan paling 
singkat 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
dan apabila tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh korporasi, maka pidana 
dapat dijatuhkan kepada pengurus 
dan/atau korporasinya.  Pidana yang 
dijatuhkan kepada korporasi hanya 
pidana denda dengan ketentuan pidana 
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denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 
(sepertiga).    

 
B. SARAN  
1. Perlindungan hukum terhadap anak 

agar tidak dilibatkan dalam kegiatan 
produksi dan distribusi alkohol dan zat 
adiktif lainnya, memerlukan dukungan 
dari karena masyarakat berhak 
memperoleh kesempatan seluas-
luasnya untuk berperan dalam 
perlindungan anak. Peran masyarakat 
dilakukan oleh perseorangan, lembaga 
perlindungan anak, lembaga sosial 
kemasyarakatan, lembaga swadaya 
masyarakat, lembaga pendidikan, 
lembaga keagamaan, badan usaha, dan 
media massa guna mengadukan dan 
melaporkan kepada pejabat yang 
berwenang apabila ada aktivitas dari 
perorangan maupun kelompok orang 
yang melibatkan anak dalam produksi 
dan distribusi alkohol dan zat adiktif. 

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
pelaku yang melibatkan anak dalam 
produksi dan distribusi alkohol dan zat 
adiktif lainnya perlu diterapkan dengan 
memperhatikan kepastian hukum dan 
keadilan bagi anak, sehingga pidana 
penjara dan denda paling maksimal 
perlu diberlakukan khususnya bagi 
pelaku yang pernah melakukan 
perbuatan tersebut tetapi tidak pernah 
jera atas perbuatannya.          
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